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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai 

Implementasi Kebijakan Transparansi Informasi Publik Di Desa Laleten, 

Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Organisasi, kapasitas SDM di Desa Laleten sudah baik karena sebagian dari 

perangakat desa sarjana, tetapi belum ada peningkatan SDM di desa dan yang 

menjadi implementor atau menjalankan keterbukaan informasi publik di Desa 

Laleten tugasnya sekretaris Desa. ketersediaan sarana prasarana yang belum 

memadai, dan ada beberapa unit-unit desa seperti kepala desa, Sekretaris desa, 

Kesie pemerintahan, Kesie kesejahteraan, Kesie pelayanan, Kaur perencanaan, 

Kaur umum, Kaur keuangan, dan Kepala dusun/RT. dan ada beberapa bentuk 

pelayanan yang diberikan pemerintah desa laleten kepada masyarakat seperti; 

pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan administrasi tetapi pemerintah 

lebih fokus pada pelayanan administrasi. Tidak ada unit khusus untuk 

meyampaikan informasi publik. Adanya keterbukaan informasi publik terkait 

anggaran, penyampaian informasi tidak efektif karena hanya ada 1 baliho 

APBDes dan 1 Papan Iformasi Desa sedangakan di Desa Laleten terdapat 9 

dusun, metode penyamapaian informasinya ada secara lisan dan secara tertulis. 

2. Interpretasi, pemerintah desa laleten melakukan rapat terbuka secara berkala 

dalam mendukung keterbukaan informasi publik di desa tetapi tidak semua 

masyarakat di libatkan dalam rapat tersebut. Dan belum ada perdes yang 
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mengatur tentang keterbukaan informasi publik di Desa Laleten. Jadi 

pemerintah desa laleten melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

3. Aplikasi, Penerapan keterbukaan informasi publik di Desa Laleten dilakukan 

sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 Tentang penyusunan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) Administrasi pemerintahan, dan sudah dilakukan dengan baik 

tetapi ada beberapa hal seperti kedisiplin waktu yang belum maksimal. 

5.1 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :  

1. Pemerintah desa harus meningkatkan SDM dalam mendukung keterbukaan 

informasi publik, transparansi, akuntabilitas termasuk dengan memberikan 

akses yang lebih baik kepada masyarakat Desa Laleten dan meningkatkan 

sarana prasaran dalam pelayanan publik. Dan pemerintah desa harus 

meningkatkan pelayanan sehingga tidak fokus pada pelayanan administrasi saja 

tetapi juga pada pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Pemerintah Desa juga 

harus mengadakan unit khusus untuk menyampaikan informasi publik kepada 

masyarakat. 

2. Pemerintah desa harus terbuka kepada semua masyarakat Desa Laleten dalam 

hal rapat atau pelayanan. 

3. Pemerintah desa harus meningkatkan penerapan keterbukaan informasi publik 

kepada masyarakat Desa Laleten dalam hal kedisiplin waktu. 
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